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RINGKASAN 

 

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan 

Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember; Dita 

Wulandari, 140903101010; 2017: 55 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.   

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember dimulai dari tanggal 13 Februari sampai dengan 

24 Maret 2017. Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata untuk pembuatan Tugas 

Akhir Penulis yaitu Laporan Tugas Akhir yang bertujuan untuk mengetahui dan 

mencari informasi mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas 

Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember. 

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) Penulis mempelajari unsur-unsur yang 

terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan memperoleh gambaran nyata tentang 

pelaksanaan Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam hal ini, 

Bendaharawan diberi wewenang untuk memotong Pajak Penghasilan atas transaksi 

yang berkaitan dengan Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang 

Bocor. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dalam Pemeliharaan 

Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor melakukan kerja sama dengan CV. Surya 

Nusantara Gemilang yang memiliki NPWP 02.664.402.1-626.000 dan Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember memilik NPWP 00.151.552.7-

626.000. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung berupa perbaikan 

atap yang bocor dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah brutonya.  

 Prosedur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh 

bendaharawan sudah sesuai dengan peraturan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008. Berdasarkan pemotongan pajak di Indonesia, Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember menggunakan sistem With Holding System 
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karena pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan atas pembelian atau 

penjualan atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan.  

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 453/UN25.1.2/SP/2017, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar Negara 

yang tertulis dan pengenaan pajak diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, 

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur 

dengan Undang-Undang”, yang kemudian diatur lagi oleh Undang-Undang Pajak. 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang–Undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

Mardiasmo, (2011:1). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh 

warga negara mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran pajak terhadap negara. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat 

mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri.  

 Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dari sektor 

pajak karena pajak adalah upaya yang sangat efektif dan berpengaruh terhadap 

peningkatan penerimaan negara. Semakin taatnya wajib pajak membayar pajak, maka 

akan semakin meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Disamping untuk 

meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan 

membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran 

pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam 

membiayai keperluan pembangunan nasional. Namun hal itu tidak menutup 

kemungkinan atas permasalahan perpajakan yang sering timbul dan berkembang 

dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial 

ekonomi, masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak 

menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah 

merencanakan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan 

juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan 
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peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.   

 Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Negara 

Indonesia salah satunya bersumber dari sektor perpajakan. Pajak sangat berpotensi 

sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan Negara yang sangat besar dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan Negara 

yang baik dan efektif akan mempermudah pembangunan di Indonesia disegala bidang 

dengan terencana, terarah, dan bertahap. Perkembangan pembangunan sangat 

bermanfaat untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia 

secara merata.  

 Negara berkewajiban melaksanakan pemotongan atau pemungutan terhadap 

wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Dengan pemotongan atau 

pemungutan tersebut, penerimaan yang didapat akan digunakan sebagai anggaran 

pembelanjaan negara, dan untuk memenuhi anggaran pembelanjaan negara serta 

pembangunan negara. Menurut Mardiasmo (2016:8) dalam melakukan pemungutan 

dan pemotongan pajak, pemerintah menggunakan dasar Ketentuan Umum Perpajakan 

(KUP) yang memuat tata cara dan klasifikasi pemungutan dan pemotongan pajak 

dengan Self Assesment System yaitu jumlah pajak yang dihitung oleh wajib pajak 

sendiri, Official Assesment System yaitu jumlah pajak yang dihitung oleh fiskus 

(pegawai pajak), dan With Holding System yaitu pajak yang dipungut dan dipotong 

oleh pihak ketiga. 

 Pajak yang diterapkan di Negara Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Sedangkan Pajak 

Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : Pajak Propinsi, contoh : 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak 
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Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. 

Mardiasmo, (2011:6) 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai 

subjek pajak merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam 

naungan Departemen Keuangan dan sebagai pelaksana tugas Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) di bidang pelayanan pengurusan Kekayaan Negara dan 

Lelang. Pajak yang dipungut KPKNL Jember diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 

22, PPh Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh Pasal 4 ayat 2. 

 Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, 

atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan 

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya. Mardiasmo, (2016:285) 

Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

atas Jasa Pemeliharaan Gedung. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan 

Gedung meliputi perbaikan bangunan kantor bertingkat berupa atap yang bocor. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 ini termasuk With Holding System yaitu sistem 

pemungutan pajak yang pemotongannya diserahkan pada pihak ketiga yaitu subjek 

pajak dalam negeri antara lain Wajib Pajak Badan, Perorangan, Pemberi Kerja, 

Bendaharawan pemerintah ataupun subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah 

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember selama 

bulan Januari 2017 sudah melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam 

4 (empat) transaksi pajak, uraian transaksi dan pajaknya sebagai berikut: 
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Table 1.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 masa januari 2017 pada 

KPKNL Jember 

No Tanggal Uraian Jumlah Pajak 

1. 23-01-2017 Pemungutan PPh Pasal 23 kwitansi No.14 Rp. 18.800 

2. 25-01-2017 Pemungutan PPh Pasal 23 kwitansi No.19 Rp.   8.000 

3. 27-01-2017 Pemungutan PPh Pasal 23 kwitansi No.34 Rp.   4.200 

4. 27-01-2017 Pemungutan PPh Pasal 23 kwitansi No.36 Rp. 33.455 

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember  

 

Penulis mengambil pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 kwitansi No. 36 

yaitu Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat berupa perbaikan 

atap yang bocor, melakukan kerjasama dengan CV. Surya Nusantara Gemilang 

beralamat di Jl. Wahid Hasyim No.27 Jember pada tanggal 27 Januari 2017 dengan 

nilai sebesar Rp 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sudah 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sesuai Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 

ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak 

penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 23 ayat (1) huruf c, dipotong pajak penghasilan 

sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung berupa perbaikan atap yang 

bocor yang dipotong, dipungut, dan disetorkan olehh Bendaharawan Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebesar Rp 33.455,-  

Berdasarkan uraian data tersebut dalam pembuatan Laporan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) penulis membahas tentang pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

jasa pemeliharaan gedung berupa perbaikan atap yang bocor dengan judul “Prosedur 

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan 

rumusan masalah yaitu : Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 

23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Yang Ada Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

Dan Lelang (KPKNL) Jember? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Tujuan Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata ini adalah : 

a. Untuk mengetahui prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa 

pemeliharaan gedung yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember. 

b. Untuk memperoleh wawasan tentang dunia kerja khususnya di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

c. Untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang kegiatan kerja di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

 Mendapatakan wawasan tentang dunia kerja khususnya di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan juga dapat mengetahui 

bagaimana prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa 

pemeliharaan gedung. 

b. Bagi Universitas Jember 

 Sebagai salah satu unsur untuk menambah wawasan mahasiswa dan 

mempererat hubungan antara universitas dengan instansi terkait. 
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c. Bagi Instansi  

 Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan 

Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi 

maupun bersifat organisasi. 

d. Bagi Pengembangan Ilmu  

 Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan 

mengikuti Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Definisi dan Unsur Pajak 

2.1.1  Pengertian Pajak 

 Definisi atau pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar-

kan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kon-

traprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3) 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur–unsur: 

a. Iuran  dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang – undang. 

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang–undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotrapres-

tasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu: 

a.  Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk mem-

biayai pengeluaran-pengeluarannya. 
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b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras.  

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengu-

rangi gaya hidup konsumtif. 

 

2.1.3  Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

 Menurut Resmi (2016:5) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara 

untuk memungut pajak dari rakyatnya, teori–teori tersebut yaitu: 

a. Teori Asuransi  

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan 

segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta 

bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk 

melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. 

b.  Teori Kepentingan  

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus 

dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 

kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk 

perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. 

c. Teori Gaya Pikul 

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 

jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan 

atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, 

bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar 

menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan 
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besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau 

pembelanjaan seseorang. 

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan 

kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada 

paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat 

suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. 

e. Teori Asas Gaya Beli  

 Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi 

hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar 

keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan 

pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk 

rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat 

dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke 

arah tertentu. 

 

2.1.4  Kedudukan Hukum Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:6) Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara 

hukum-hukum sebagai berikut: 

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya. 

b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: 

1) Hukum Tata Negara 

2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) 

3) Hukum Pajak 

4) Hukum Pidana 

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum 

publik. 
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2.1.5  Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak terdiri dari beberapa 

golongan, yaitu: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 
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b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

 

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak  

  Menurut Mardiasmo (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari: 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: 

1) Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah pehasilan 

riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

Undang-Undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dapat dibayar 

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 

pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak 

menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika 

lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.  

b. Asas Pemungutan Pajak  

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 
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dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b) Wajib Pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3) With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.7 Tarif Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak ada empat, yaitu: 

a. Tarif Sebanding (Proporsional) 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

Contoh:  

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp 3.000,00. 

c. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh: 

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri. 
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Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak (%) 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber: Mardiasmo (2016:12) 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

2) Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap 

3) Tarif progresif degresif  : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

 

2.2  Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

 Pajak Penghasilan Menurut Halim et all (2014:7) merupakan salah satu jenis 

pajak yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat yang secara operasional hal 

ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Pajak Penghasilan ysng lebih 

dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hal 

ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh 

penghasilan dari manapun dan subjek pajak tersebut yang masuk dan sebutan wajib 

pajak. 
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2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Menurut Siti Resmi (2016:70) Peraturan perundangan yang mengatur Pajak 

Penghasilan di Indonesia adalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah 

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan 

Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak. 

 

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 

a. Menurut Mardiasmo (2016:163) yang menjadi Subjek Pajak adalah: 

1) a)  Orang pribadi; 

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2) Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

3) Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

b. Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi: 

1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: 

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

(1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus 

berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 

(2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 

b) Subjek Pajak badan, yaitu: 
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Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

(1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah; dan 

(4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara. 

c) Subjek Pajak warisan, yaitu: 

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari: 

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia; dan 

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. 
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Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah 

menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat 

didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik 

orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima 

dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima 

dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 

Tabel 2.2 Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri 

Wajib Pajak Dalam Negeri Wajib Pajak Luar Negeri 

(a) (b) 

1) Dikenakan pajak atas penghasilan     

baik yang diterima atau diperoleh 

dari Indonesia dan dari luar 

Indonesia. 

1) Dikenakan pajak hanya atas 

penghasilan yang berasal dari 

sumber penghasilan di Indonesia. 

2) Dikenakan pajak berdasarkan 

penghasilan neto. 

2) Dikenakan pajak berdasarkan 

penghasilan bruto. 

3) Tarif pajak yang digunakan adalah 

tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17) 

3) Tarif pajak yang digunakan adalah           

tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 

26). 

4) Wajib menyampaikan SPT. 4) Tidak wajib menyampaikan SPT. 

Sumber: Mardiasmo (2016:165) 
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Kewajiban Pajak Subjektif 

 Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai 

subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan 

tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. 

Tabel 2.3 Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi 

Mulai Berakhir 

(a) (b) 

Subjek Pajak Dalam Negeri Orang 

Pribadi: 

Subjek Pajak Dalam Negeri Orang 

Pribadi: 

1) Saat dilahirkan. 1) Saat meninggal. 

2) Saat berada di Indonesia atau berniat 

bertempat tinggal di Indonesia. 

2) Saat meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya. 

Subjek Pajak Dalam Negeri Badan: Subjek Pajak Dalam Negeri Badan: 

1) Saat didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia. 

1) Saat dibubarkan atau tidak lagi 

bertempat kedudukan di Indonesia. 

Sumber: Mardiasmo (2016:165) 

Tabel 2.4 Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT 

Mulai Berakhir 

(a) (b) 

Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT: Subjek Pajak Luar Negeri Melalui 

BUT: 

1) Saat menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui BUT di 

Indonesia  

1) Saat tidak lagi menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui 

BUT di Indonesia. 

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui 

BUT: 

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak 

Melalui BUT: 

1) Saat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

1) Saat tidak lagi menerima atau 

memperoleh penghasilan dari  
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(a) (b) 

 Indonesia. 

Warisan Belum Terbagi:  Warisan Belum Terbagi: 

1) Saat timbulnya warisan yang belum 

terbagi. 

1) Saat warisan telah selesai dibagikan. 

Sumber: Mardiasmo (2016:166) 

 

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:166) yang tidak termasuk subjek pajak adalah: 

a. Kantor perwakilan negara asing. 

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, 

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi internasional, dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: 

1) Bukan warga negara Indonesia. 

2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan di Indonesia. 
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2.2.5   Objek Pajak Penghasilan 

 Menurut Resmi (2016:75) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, 

jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

 Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib 

Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya. 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti 

bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang 

tidak dipergunakan untuk usaha; dan 

d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan 

dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. 

1) Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak 

Menurut Resmi (2016:76) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 

2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah: 

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; 

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c) Laba usaha; 

d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta; 
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e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aset; 

n) Premi asuransi; 

o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 

s) Surplus Bank Indonesia. 

 

2.2.6  Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak 

  Menurut Resmi (2016:80) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan 
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merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut 

ketentuan tersebut adalah: 

a. 1) Bantuan atas sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang 

berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah; 

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 

mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; 

b.  Warisan; 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai 

pengganti penyertaan modal; 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 

penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

UU PPh; 
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e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi beasiswa; 

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan 

usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia; 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unitt penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia; 

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat 

tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
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m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.3.1  Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Pajak penghasilan pasal 23 menurut Mardiasmo (2016:285) merupakan 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam 

negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya. 

 

2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Menurut Resmi (2016:313) berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong 

Pajak Penghasilan Pasal 23: 

a. Badan pemerintah. 

b. Subjek Pajak badan dalam negeri. 

c. Penyelenggara kegiatan. 

d. Bentuk usaha tetap. 

e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. 

f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 

23, yaitu: 

1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan 

bebas; 
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2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan atas pembayaran berupa sewa. 

 

2.3.3 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Menurut Resmi (2016:314) penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek Pajak Penghasilan Pasal 23) sesuai dengan Pasal 

23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu: 

a. Dividen; 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 

pengembalian utang; 

c. Royalti; 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan 

berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasila Pasal 21 

dengan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah untuk Pajak 

Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang 

pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang 

pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-

Undang Pajak Penghasilan; 

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah 

dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Menurut Mardiasmo (2016:286) Penghasilan yang tidak dikenakan 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah: 

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi; 

c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;dan 

2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah modal yang disetor; 

d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi; 

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 

g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan 

yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.3.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Menurut Mardiasmo (2016:287) besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang 

dipotong adalah: 

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

1) Dividen; 

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

3) Royalti; dan 

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21; 

b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai, atas: 

1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan; dan 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21. 

Tabel 2.5 Jenis Jasa 

Huruf Jenis Jasa 

(a) (b) 

a)  Jasa penilai (appraisal); 

b)  Jasa aktuaris; 

c)  Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d)  Jasa perancang (design); 

e)  Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak 

dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk 

usaha tetap (BUT); 

f)  Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 
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(a) (b) 

g)  Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang 

penambangan selain migas; 

h)  Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

i)  Jasa penebangan hutan; 

j)  Jasa pengolahan limbah; 

k)  Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services); 

l)  Jasa perantara dan/atau keagenan; 

m)  Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali 

yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia 

(KPEI); 

n)  Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang 

dilakukan oleh KSEI; 

o)  Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

p)  Jasa mixing film; 

q)  Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk 

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

r)  Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, 

air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan 

mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi; 

s)  Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, 

listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat 

transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di 

bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau  
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(a) (b) 

 sertifikasisebagai pengusaha konstruksi; 

t)  Jasa maklon; 

u)  Jasa penyelidikan dan keamanan; 

v)  Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

w)  Jasa pengepakan; 

x)  Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, 

media luar ruang atau media lain untuk penyampaian 

informasi; 

y)  Jasa pembasmian hama 

z)  Jasa kebersihan atau cleaning service. 

Sumber: Mardiasmo (2016:288) 

 

2.4 Akuntansi Pajak 

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

 Pengertian Akuntansi Pajak menurut Mulyono (2006:1) adalah urutan proses 

kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian dengan cara organisasi 

serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan 

dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan Perundang-

undangan Perpajakan beserta aturan-aturan pelaksanaannya. 

 

2.4.2 Teori Akuntansi Pajak 

 Menurut Mulyono (2006:1) teori akuntansi adalah suatu penalaran logis 

dalam bentuk seperangkat alat azas yang merupakan: 

a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi. 

b. Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur baru. 
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c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang sekarang sedang 

berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan 

untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi sehat. 

Senada dengan pengertian teori akuntansi diatas, Teori Akuntansi Pajak 

adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam 

ketentuan serta peraturan perpajakan. 

 

2.4.3 Prinsip Akuntansi Pajak 

 Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak Mulyono (2006:3) 

meliputi: 

a. Kesinambungan yang mengandung arti bahwa suatu insitas ekonomi 

diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan 

dibubarkan. 

b. Harga pertukaran yang objektif mengandung arti bahwa transaksi keuangan 

harus dinyatakan dengan nilai uang. 

c. Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-

ubah. 

d. Konservatif yaitu kemungkinan rugi (belum realisasi, masih merupakan 

tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan 

atau cadangan. 

e. Ketentuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi 

yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-

sumber perusahaan. 

Salah satu cara prinsip akuntansi Mulyono (2006:3) adalah konsistensi, 

prinsip akuntansi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan 

tidak boleh berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 KUP, pembukuan 

diselenggarakan dengan prinsip atau konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini: 
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1) Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwim atau tidak. 

2) Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode 

lainnya. 

3) Perhitungan persediaan menggunakan metode rata-rata, FIFO, dan LIFO. 

4) Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs Tetap atau Kurs Tengah 

Bank Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 28 ayat UU KUP, ditetapkan setiap adanya perubahan 

dalam prinsip maupun metode perlu persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk 

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya objek pajak yang timbul 

akibat adanya perubahan tersebut. 

 

2.4.4 Fungsi Akuntansi Pajak 

  Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan 

perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengembalian keputusan Mulyono, 

(2006:7). Tujuan kuantitatif akuntansi pajak yang selanjutnya yaitu agar relevan, 

dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. 

 

2.4.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 

  Menurut Mulyono (2006:43) akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 

bagaimana proses pencatatan transaksi yang kaitannya dengan Pajak Penghasilan 

Pasal 23. 

Contoh: 

a. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat Pemotongan sebagai berikut: 

(D) Kas   xxx 

   (K) PPh Pasal 23   xxx 

   (K) Pembayaran Rekanan  xxx 
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b. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat Penyetoran ke Bank Persepsi 

sebagai berikut: 

(D) Beban Pajak  xxx 

  (K) Kas   xxx 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 (satu) bulan 

yang dimulai dari tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017. 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.30 – 17.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 07.30 – 17.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan  

 Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa 

Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”. 

Sehinggga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa 

seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: 
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a. Seksi umum  

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, 

rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari: 

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian. 

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan. 

3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, 

perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan 

akuntabilitas. 

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, 

evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam 

melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan badan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan, dan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara. 

2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, 

pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara. 

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis, penata usahaan, pertanggung 

jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara. 

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara. 

c. Seksi Penilaian 

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi 

permasalahan survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan 

metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan 

penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, 

real property, property khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan 

badan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamankan 

oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah: 
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1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan evaluasi 

pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property, property 

khusus, dan usaha. 

2) Pelaksanaan bahan bimbingan terhadap penilaian. 

Dibidang penilaian terdiri dari: 

a) Sub Bagian Sumber Daya Alam 

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi, 

dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang 

penilaian sumber daya alam. 

b) Sub Bagian Property 

Sub bagian penelitian property mempunyai tugas melakukan bahan 

bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan 

teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan 

terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian 

property. 

c) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha 

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi, 

dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau 

informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan 

dibidang penilaian property. 

d. Seksi Piutang Negara 

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta 

pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan 

eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, 

pengusulan, pencegahan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan 

penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan 

teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau 
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barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau 

pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan 

fungsi: 

1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan. 

2) Penetapan, penagihan, dan seksi eksekusi piutang negara. 

3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan 

hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau 

penyelesaian piutang negara. 

4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang 

negara. 

5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara. 

6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara. 

7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan 

pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.  

Bidang Piutang Negara terdiri dari: 

a) Sub Bagian Piutang Negara I 

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, 

penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan 

keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, pakas 

badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau 

vertifikasi pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang 

negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Direktur Jenderal. 

b) Sub Bagian Piutang Negara II 

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, 

penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan 

hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau 
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penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal. 

c) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan 

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan 

pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang 

tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang 

serta pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pengamanan, 

pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan. 

e. Seksi Pelayanan Lelang 

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian 

potensi, pemantauan, evaluasi, vertifikasi, dan pengembangan lelang dan 

bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang. 

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan: 

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 

evaluasi, vertifikasi risalah lelang dan pembangunan. 

2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang. 

3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan. 

4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan 

lelang, dan profesi penjabatan lelang. 

Bagian Lelang terdiri dari: 

a) Sub Bagian Bimbingan Lelang I 

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 

dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, 

pengawasan lelang, pemeriksaan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, 

dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. 
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b) Sub Bagian Bimbingan Lelang II 

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, 

vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, dan pengawasan 

lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang 

lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Direktur Jenderal. 

c) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang 

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan 

usaha jasa lelang dan profesi penjabat lelang. 

f. Seksi Hukum dan Informasi 

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum 

penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara 

penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. 

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan 

dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. 

3) Pelaksanaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang. 

4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas 

pengurusan piutang negara. 

5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan 

negara penilaian, piutang negara, dan lelang. 

6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang. 

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari: 

a) Sub Bagian Bantuan Hukum 

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, 
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penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara 

penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. 

b) Sub Bagian Seksi Vertifikasi 

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 

kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga 

bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi 

dan penata usahaan berkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi 

pengurusan piutang negara, dan lelang. 

c) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi 

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang 

kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta 

pengolahan jaringan komunikasi data. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Kegiatan  yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu 

Pelaksanaan 
Bagian Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

Senin, 13 

Februari 2017 

 

 

 

Seksi 

Penilaian 

 

 

 

1. Penempatan di 

bagian Seksi 

Penilaian. 

2. Merekam berkas 

hasil penilaian. 

1. Mengetahui apa saja 

tugas dari masing-

masing seksi yang ada 

di KPKNL Jember. 

2. Dapat mengetahui 
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(a) (b) (c) (d) 

   hasil survei barang 

barang yang dilelang. 

Selasa, 14 

Februari 2017 

Seksi 

Penilaian 

1. Membagikan surat 

untuk acara 

pemaparan hasil 

penilaian. 

1. Dapat membantu Seksi 

Penilaian dalam 

membagikan surat 

untuk acara pemaparan 

hasil penilaian. 

Rabu, 15 

Februari 2017 
Libur Libur Libur 

Kamis, 16 

Februari 2017 

Seksi 

Penilaian 

1. Merekam berkas 

hasil penilaian. 

 

1. Dapat mengetahui 

hasil dari survei 

barang-barang yang 

dilelang. 

Jum’at, 17 

Februari 2017 

Seksi 

Penilaian 

1. Merekam berkas 

hasil penilaian. 

1. Dapat mengetahui 

hasil dari survei 

barang-barang yang 

dilelang. 

Senin, 20 

Februari 2017 

Sub 

Bagian 

Umum 

1. Penempatan 

kembali di Sub 

Bagian Umum. 

2. Mengisi e-SPT. 

1. Dapat mengetahui 

prosedur pengisian e-

SPT. 

Selasa, 21 

Februari 2017 

Sub 

Bagian 

Umum 

1. Mengisi e-SPT. 1. Dapat mengetahui 

prosedur pengisian e-

SPT. 

Rabu, 22 

Februari 2017 

 

Sub 

Bagian 

Umum 

1. Membantu menulis 

alamat surat keluar. 

2. Konsultasi Judul  

1. Mengetahui penulisan 

alamat surat keluar. 

2. Memperoleh masukan  
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(a) (b) (c) (d) 

  dengan 

Bendaharawan 

KPKNL Jember.     

mengenai judul. 

Kamis, 23 

Februari 2017 

Sub 

Bagian 

Umum 

1. Membantu menulis 

alamat surat keluar. 

1. Mengetahui penulisan 

alamat surat keluar. 

Jum’at, 24 

Februari 2017 

 

 

 

 

 

 

Sub 

Bagian 

Umum 

1. Merekap surat 

perjalanan dinas. 

2. Konsultasi Judul 

dengan memilih 

Pajak Penghasilan 

Pasal 23 Atas Jasa 

Pemeliharaan 

Gedung berupa 

Perbaikan Atap 

yang Bocor. 

1. Dapat mengetahui 

rekapan surat 

perjalanan dinas. 

2. Memutuskan dengan 

memilih judul Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

Atas Jasa 

Pemeliharaan Gedung 

berupa Perbaikan Atap 

yang Bocor. 

Senin, 27 

Februari 2017 

Seksi 

Hukum 

dan 

Informasi 

1. Mengarsipkan dan 

mencatat Nota 

Dinas pada buku 

surat keluar. 

1. Dapat mengetahui 

pengarsipan dan 

pencatatan Nota 

Dinas. 

Selasa, 28 

Februari 2017 

 

 

 

 

 

Seksi 

Hukum 

dan 

Informasi 

 

 

 

1. Mengarsipkan dan 

mencatat Nota 

Dinas pada buku 

surat keluar. 

2. Konsultasi kembali 

dengan 

Bendaharawan  

1. Dapat mengetahui 

pengarsipan dan 

pencatatan Nota 

Dinas. 

2. Mendapatkan data-

data yang diperlukan. 
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(a) (b) (c) (d) 

  KPKNL mengenai 

data-data tentang 

Pajak Penghasilan 

Pasal 23. 

 

Rabu, 01 Maret 

2017 

Seksi 

Hukum 

dan 

Informasi 

1. Membuat surat 

balasan untuk Seksi 

Piutang Negara 

1. Dapat mengetahui 

pembuatan surat 

balasan untuk Seksi 

Piutang Negara. 

Kamis, 02 

Maret 2017 

Seksi 

Hukum 

dan 

Informasi 

1. Mengarsipkan dan 

mencatat Nota 

Dinas pada buku 

surat keluar. 

1. Dapat mengetahui 

pengarsipan dan 

pencatatan Nota 

Dinas. 

Jum’at, 03 

Maret 2017 

Seksi 

Hukum 

dan 

Informasi 

1. Mengarsipkan dan 

mencatat Nota 

Dinas pada buku 

surat keluar. 

1. Dapat mengetahui 

pengarsipan dan 

pencatatan Nota 

Dinas. 

Senin, 06 

Maret 2017 

Seksi 

Pelayanan 

Lelang 

1. Penempatan 

kembali di  Seksi 

Pelayanan Lelang. 

1. Dapat mengetahui 

tugas-tugas yang ada 

di Seksi Pelayanan 

Lelang. 

Selasa, 07 

Maret 2017 

Seksi 

Pelayanan 

Lelang 

1. Menjilid salinan 

risalah lelang. 

1. Dapat menjilid salinan 

risalah lelang. 

Rabu, 08 Maret 

2017 

Seksi 

Pelayanan 

Lelang 

1. Mengantar Surat 

Penetapan ke 

sekertaris untuk di 

fax-mail. 

1. Membantu 

menyampaikan Surat 

Penetapan. 
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(a) (b) (c) (d) 

Kamis, 09 

Maret 2017 

Seksi 

Pelayanan 

Lelang 

1. Menjilid data 

salinan risalah 

lelang. 

1. Dapat menjilid salinan 

risalah lelang. 

Jum’at, 10 

Maret 2017 

 

 

Seksi 

Pelayanan 

Lelang 

 

1. Menyalin Nota 

Dinas ke dalam 

buku dokumen 

tahunan. 

1. Dapat menyalin Nota  

2. Dinas ke dalam buku 

dokumen tahunan. 

 

Senin, 13 

Maret 2017 

Seksi 

Piutang 

Negara 

1. Mengarsipkan dan 

mencatat laporan 

pemberitahuan 

Surat Paksa. 

1. Dapat mengarsipkan 

dan mencatat laporan 

pemberitahuan Surat 

Paksa. 

Selasa, 14 

Maret 2017 

Seksi 

Piutang 

Negara  

1. Mengarsipkan dan 

mencatat laporan 

pemberitahuan 

Surat Paksa. 

1. Dapat mengarsipkan     

dan mencatat laporan 

pemberitahuan Surat 

Paksa. 

Rabu, 15 Maret 

2017 

Seksi 

Piutang 

Negara 

1. Menata dokumen 

pengembalian 

pengurusan 

piutang. 

2. Melengkapi data-

data yang 

diperlukan dalam 

pembuatan Laporan 

Tugas Akhir. 

1. Membantu menata 

dokumen 

pengembalian 

pengurusan piutang. 

2. Dapat melengkapi 

semua data yang 

diperlukan. 

Kamis, 16 

Maret 2017 

 

Seksi 

Piutang 

Negara 

1. Menata dokumen 

pengembalian 

pengurusan  

1. Membantu menata 

dokumen 

pengembalian  
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(a) (b) (c) (d) 

  piutang. pengurusan piutang. 

Jum’at, 17 

Maret 2017 

Seksi 

Piutang 

Negara 

1. Merapikan 

dokumen diruang 

berkas Piutang 

Negara. 

1. Membantu merapikan 

dokumen diruang 

berkas Piutang 

Negara. 

Senin, 20 

Maret 2017 

Seksi 

Penilaian 

1. Penempatan 

kembali ke Seksi 

Penilaian. 

1. Dapat mengetahui 

tugas-tugas yang ada 

di Seksi Penilaian. 

Selasa, 21 

Maret 2017 

Seksi 

Penilaian 

1. Membagikan surat 

untuk acara 

pemaparan hasil 

penilaian. 

2. Merekam berkas 

hasil penilaian. 

1. Membantu 

membagikan surat 

untuk acara 

pemaparan hasil 

penilaian. 

2. Dapat mengetahui 

hasil survei barang-

barang yang dilelang. 

Rabu, 22 Maret 

2017 
Ijin (Sakit) Ijin (Sakit) Ijin (Sakit) 

Kamis, 23 

Maret 2017 
Ijin (Sakit) Ijin (Sakit) Ijin (Sakit) 

Jum’at, 24 

Maret 2017 
Ijin (Sakit) Ijin (Sakit) Ijin (Sakit) 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau 

bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa surat perintah bayar, 

kwitansi/bukti pembayaran biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat 

berupa perbaikan atap yang bocor sesuai surat tagihan terlampir, cetakan kode billing, 

dan bukti penerimaan negara. 

 

3.3.2  Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak yaitu 

Bendaharawan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan surat 

perintah bayar, kwitansi/bukti pembayaran biaya pemeliharaan 

gedung/bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor sesuai 

surat tagihan terlampir, cetakan kode billing, dan bukti penerimaan negara. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan 

yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, dan lain-lain. 
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3.4  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya, dan referensi yang berhubungan dengan 

laporan Praktek Kerja Nyata ini.  

b. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi 

data-data pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan 

gedung/bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sony Ibnu. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, mengenai 

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung 

berupa Perbaikan Atap yang Bocor, penulis banyak mendapatkan ilmu dan pelajaran 

mengenai perpajakan yang mana dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

menggunakan With Holding System, artinya sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember bekerja 

sama dengan CV. Surya Nusantara Gemilang atas jasa pemeliharaan gedung 

berupa perbaikan atap yang bocor melakukan penghitungan dengan baik 

berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 

c. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung 

berupa perbaikan atap yang bocor dikenakan tarif 2%. 

d. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember selalu tepat waktu sehingga terhindar 

dari sanksi administrasi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan dari laporan kuliah kerja nyata 

ini, dan berdasarkan kegiatan yang ada dan sudah biasa dilaksanakan di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, adapun saran yang 

diberikan untuk kantor ini yaitu terkait dalam Prosedur Pembayaran terdiri dari 
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penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Dari tahap penghitungan, 

pemotongan, dan penyetoran bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Jember  sudah melakukan dengan baik sedangkan untuk tahap pelaporan 

sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember melakukan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena 

sebagai Wajib Pajak wajib melaporkan pajaknya. 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 13. Surat Permintaan Pembayaran 
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Lampiran 15. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana 
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Lampiran 16. Surat Perintah Membayar  
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Lampiran 17.  Surat Perintah Bayar 
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Lampiran 18. Kuitansi/Bukti Pembayaran  
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Lampiran 19. Permohonan Pencairan Dana 
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Lampiran 20. Rekapitulasi Bill Of Quantity (BQ) 
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Lampiran 21. Rincian Anggaran Biaya 
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Lampiran 22. Daftar Analisa Harga Satuan 
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Lampiran 23. Cetakan Kode Billing PPN 
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Lampiran 24. Bukti Penerimaan Negara PPN 
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Lampiran 25. Cetakan Kode Billing PPh 23 
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Lampiran 26. Bukti Penerimaan Negara PPh 23 
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